BABV
KESIMPULAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian ini pembahasan sebelumnya,
kesimpulan yang dapat diambil adalah Sebagai berikut:

1. Unit pelaksanaan teknis daerah perlindungan perempuan
anak (DP3AP2KB) kota Bengkulu melindungi Anak korban
kekerasan melalui beberapa langkah, yaitu: a) Menerima
pengaduan dari korban langsung melalui Instagram
(UPTDPPA KOTA BENGKULU) WhatsApp, call center, dan
rujukan lembaga lain; b) Memberikan pendampingan yang
mencakup asesmen kebutuhan klien dukungan psikosial
awal penyusunan kronologi kasus, serta informasi layanan;
c) Menangani kasus dengan pendekatan litigasi atau non-
litigasi; dan d) Menyelesaikan kasus di tahap akhir, yang
merupakan pemutusan hubungan secara formal dengan
klien.

2. Tantangan Perlindungan Anak korban kekerasan yang di
dampingi Unit pelaksanaan teknis daerah perlindungan
perempuan anak (DP3AP2KB) kota Bengkulu adalah yang
pertama sikap ketertutupan korban. Banyak korban,
terutama anak-anak, merasa takut dan trauma untuk
menceritakan pengalaman kekerasan yang mereka alami,
terlebih jika pelaku adalah orang terdekat atau keluarga,

yang ke-2 kurangnya pemahaman aparat penegak hukum.
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Beberapa pihak di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan
dinilai belum sepenuhnya memahami Undang-Undang
terbaru serta perspektif anak dalam menangani kasus
kekerasan, yang ke3 keterbatasan fasilitas pendukung.
UPTD PPA masih kekurangan sarana operasional, seperti
kendaraan dinas (mobil molin), yang sangat dibutuhkan
untuk mengantar korban dan pendamping selama proses
penanganan kasus yang ke4 kurangnya sumber daya
manusia (SDM), khususnya pendamping hukum anak.
Yang ke-5 adanya tekanan dan ancaman dari pelaku. Tidak
jarang korban atau keluarganya mendapat intimidasi dari
pelaku, yang ke-6 rendahnya kesadaran masyarakat untuk
melaporkan kasus kekerasan juga menjadi kendala. Dengan
adanya kesadaran penuh dari Unit pelaksanaan teknis
daerah perlindungan perempuan anak (DP3AP2KB) kota
Bengkulu dapat menjadikan anak berani untuk bersuara
dan mulai terbuka atas kekerasan yang menimpannya dan
mengikuti jalan alur hukum sampai selesai.

. Pelaksanaan perlindungan anak oleh UPTD PPA Kota
Bengkulu telah sejalan dengan prinsip Hukum Keluarga
Islam, terutama dalam memenuhi hak-hak dasar anak Hak
Pemeliharaan Agama (Hifz Al-din), Hak Pemeliharaan
Nasab ( Hifz Al-nasl), Hak Pemeliharaan Kesehatan (Hifz
Al-nafs), Hak Pemeliharaan Akal ( Hifz Al’aql), Hak
Ekonomi ( Hifz Al-mal) Namun, diperlukan penguatan

pendekatan keluarga dan komunitas serta integrasi nilai-
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nilai Islam dalam layanan konseling dan rehabilitasi untuk
hasil yang lebih optimal dan berkelanjutan.
B. Saran

1. Bagi Unit pelaksanaan teknis daerah perlindungan
perempuan anak (DP3AP2KB) kota Bengkulu Perihal
kekerasan terhadap anak merupakan hal yang sangat
sensitif dan lebih banyak yang tidak mau melaporkan
kejadian ini, maka dari itu Unit pelaksanaan teknis daerah
perlindungan perempuan anak (DP3AP2KB) Kota Bengkulu
harus lebih gencar lagi dalam hal pencegahan dan edukasi
akibat - hukumnya. Tidak hanya di tingkat kelurahan atau
kecamatan, tetapi sampai dengan ke sekolah, edukasi ini
sangat penting bagi anak dan berkenaan dengan generasi
penerus bangsa Perlunya Unit pelaksanaan teknis daerah
perlindungan perempuan anak (DP3AP2KB) Kota Bengkulu
menambah anggota personil di Unit pelaksanaan teknis
daerah perlindungan perempuan anak (DP3AP2KB).

2. Bagi Masyarakat tidak perlu takut untuk melaporkan
tindakan kekerasan yang terjadi di sekitarnya, karena dalam
hal ini Unit pelaksanaan teknis daerah perlindungan
perempuan anak (DP3AP2KB) Kota Bengkulu sudah
menyediakan semua layanan untuk dapat memulihkan
kembali korban sampai pulih kembali dengan gratis, serta

identitas akan dirahasiakan.
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